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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG  

A. Percepatan Pencegahan Stunting 

Pemerintah Indonesia telah menjadikan percepatan pencegahan stunting sebagai salah 

satu prioritas pembangunan nasional. Pemerintah menargetkan untuk menurunkan prevalensi 

Stunting dari 30,8% pada tahun 2018 menjadi 14,4% pada tahun 2024. Untuk mencapai target 

tersebut pemerintah sudah menyususn strategi Nasional Percepatan pencegahan Stunting. 

Sebagai Langkah awal untuk melakukan konvergensi program/kegiatan, pemerintah 

daerah harus mengetahui terlebih dahulu permasalahan apa yang ada dan program/kegiatan apa 

saja yang sudah dilakukan untuk melakukan percepatan pencegahan stunting di daerah. 

Peran pemerintah Provinsi dalam aksi konvergensi stunting mensosialisasikan kebijakan 

prioritas pembangunan nasional terkait dengan upaya percepatan pencegahan stunting, 

merumuskan kebiajkan daerah yang mendukung upaya percepatan pencegahan stunting 

diwilayah di Provinsi, memberi bantuan tenaga teknis dan pelatihan untuk memperkuat kapasitas 

kabupaten/Kota dalam melaksanaklan aksi konvergensi/aksi integrasi, mendorong bupati/walikota 

berkomitmen dan melaksanakan secara aktif upaya pencegahan stunting, mendorong pemerintah 

kabupaten/kota untuk menyiapkan sistim manajemen data yang terkait dengan pencegahan 

stunting, memastikan hasil rembuk stunting berupa program/kegiatan sudah diakomodir dalam 

RKPD kabupaten/Kota. Peran ini dilakukan pada saat evaluasi rancangan peraturan 

bupati/walikota tentang RKPD kabupaten Kota, meningkatkan koordinasi antara OPD provinsi 

dengan OPD kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan aksi konvergensi/aksi intergrasi, 

memastikan program/kegiatan terkait dengan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitive yang 

merupakan kewenagan provinsi dalam upaya percepatan pencegahan stunting pada rencana 

pembangunan daerah. 

Mengalokasikan belanja bantuan khusus untuk kabupaten/Kota dan desa yang kurang 

mampu dari aspek pendanaan, dalam upaya percepatan pencegahan stunting, memastikan 

intervensi gizi spesifik dan gizi sensitive tepat lokasi desa dan tepat kelompok sasaran. Peran ini 

dilakukan pada waktu evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten/Kota, 

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan stunting oleh 

kabupaten/kota secara berkala, melakukan penilaian kinerja kabupaten/Kota dalam percepatan 

pencegahan stunting sebagai wakil pemerintah di wilayah masing-masing. 

 

B. Rencana Aksi Daerah bagi Penyandang Disabilitas (RAD-PD) 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai satu kesatuan tata cara 

pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, 

jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggar a negara dan 
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masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan adanya Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJPN) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional mempunyai tujuan: 1) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; 

2) menjamin terciptanya integrasi.  

Penyandang Disabilitas memiliki kebutuhan dan hak-hak yang sama seperti warga 

masyarakat lainnya. Oleh karena itu, Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada 

Penyandang Disabilitas merupakan instrumen untuk mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, 

kontrol, dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan yang dialami Penyandang Disabilitas, 

yang diakibatkan hambatan internal (fisik, mental, intelektual, dan sensorik) dan eksternal 

(lingkungan fisik dan sosial).  

Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas 

merupakan suatu pendekatan analisis kebijakan, program dan kegiatan untuk mengetahui 

perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas. 

Penyusunannya diawali dengan pengintegrasian isu Penyandang Disabilitas dalam penyusunan 

perencanaan dan penganggaran serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari 

sistem yang ada.  

Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas, bukanlah 

sebuah proses terpisah dari sistem yang sudah ada dan bukan pula penyusunan rencana dan 

anggaran khusus untuk Penyandang Disabilitas yang terpisah dari bukan disabilitas tetapi 

bertujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Hal ini dimaksudkan untuk 

mengurangi kesenjangan tersebut dan memberi ruang partisipasi bagi Penyandang Disabilitas 

dengan mengintegrasikan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam sistem Perencanaan dan 

penganggaran.  

 

1.2 LANDASAN HUKUM  

A. Percepatan Pencegahan Stunting 

Kegiatan Percepatan Pencegahan Stunting dilaksanakan dengan memperhatikan dan 

mempertimbangkan : 

1. Undang-Undang  Nomor  36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 6573); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat; 

4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Percepatan 

Gizi. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang 

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6224); 

7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan 

dan Gizi; 

9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. 

10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan 

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Tanggal 16 Februari 2022. 

 

B. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) 

Kegatan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) dilaksanakan 

dengan memperhatikan dan mempertimbangkan : 

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4916); 

4. Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Covention on The Rights of Persons 

with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5871); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan 

Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6399); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

11. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112); 

12. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019; dan 

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, 

Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 

18. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Aksi 

Daerah Penghormatan, PelindunganDan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 2024-2026 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

BAB II 

PELAKSANAAN KEGIATAN 
KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA 
 

2.1. PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING 

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak usia bawah lima tahun (balita) akibat 

kekurangan gizi kronis, infeksi yang berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai 

terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia dua 

tahun. Terdapat faktor determinan yang menyebabkan timbulnya stunting, antara lain:  

1. Praktek pengasuhan yang kurang baik. 

2. Masih terbatasnya layanan kesehatan. 

3. Masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga terhadap makanan bergizi. 

4. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi.  

Kondisi stunting berdampak kepada tidak maksimalnya perkembangan tingkat kecerdasan pada 

balita, meningkatkan kerentanan terhadap penyakit dan ke depannya akan berimplikasi terhadap 

penurunan tingkat produktivitas. 

Pemerintah Indonesia telah menjadikan percepatan pecegahan stunting sebagai salah 

satu prioritas pembangunan nasional. Pemerintah menargetkan untuk menurunkan prevalensi 

Stunting dari 30,8% pada tahun 2018 menjadi 14,4% pada tahun 2024. Untuk mencapai target 

tersebut pemerintah sudah menyususn strategi Nasional Percepatan pencegahan Stunting. 

Sebagai Langkah awal untuk melakukan konvergensi program/kegiatan, pemerintah daerah 

harus mengetahui terlebih dahulu permasalahan apa yang ada dan program/kegiatan apa saja 

yang sudah dilakukan untuk melakukan percepatan pencegahan stunting di daerah. 

Peran pemerintah Provinsi dalam aksi konvergensi stunting mensosialisasikan kebijakan 

prioritas pembangunan nasional terkait dengan upaya percepatan pencegahan stunting, 

merumuskan kebiajkan daerah yang mendukung upaya percepatan pencegahan stunting 

diwilayah di Provinsi, memberi bantuan tenaga teknis dan pelatihan untuk memperkuat kapasitas 

kabupaten/Kota dalam melaksanaklan aksi konvergensi/aksi integrasi, mendorong 

bupati/walikota berkomitmen dan melaksanakan secara aktif upaya pencegahan stunting, 

mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyiapkan sistim manajemen data yang terkait 

dengan pencegahan stunting, memastikan hasil rembuk stunting berupa program/kegiatan sudah 

diakomodir dalam RKPD kabupaten/Kota. Peran ini dilakukan pada saat evaluasi rancangan 

peraturan bupati/walikota tentang RKPD kabupaten Kota, meningkatkan koordinasi antara OPD 

provinsi dengan OPD kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan aksi konvergensi/aksi 

intergrasi, memastikan program/kegiatan terkait dengan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitive 

yang merupakan kewenagan provinsi dalam upaya percepatan pencegahan stunting pada 

rencana pembangunan daerah. 

Mengalokasikan belanja bantuan khusus untuk kabupaten/Kota dan desa yang kurang 

mampu dari aspek pendanaan, dalam upaya percepatan pencegahan stunting, memastikan 
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intervensi gizi spesifik dan gizi sensitive tepat lokasi desa dan tepat kelompok sasaran. Peran ini 

dilakukan pada waktu evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten/Kota, 

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan stunting oleh 

kabupaten/kota secara berkala, melakukan penilaian kinerja kabupaten/Kota dalam percepatan 

pencegahan stunting sebagai wakil pemerintah di wilayah masing-masing. 

Upaya terintegrasi dalam menurunkan prevalensi stunting ini dituangkan dalam Strategi 

Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) yang merupakan langkah sistematis 

dilaksanakan untuk percepatan penurunan angka stunting dalam kerangka kebijakan dan institusi 

yang ada. Dalam strategi nasional tersebut terdapat 5 pilar utama dalam penurunan stunting yaitu:  

1. Komitmen dan visi kepemimpinan nasional dan daerah. 

2. Kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku. 

3. Mendorong konvergensi program di tingkat pusat dan daerah. 

4. Ketahanan pangan dan gizi. 

5. Pemantauan dan Evaluasi.  

Strategi ini melibatkan berbagai institusi pemerintah yang terkait maupun pihak non pemerintah 

(masyarakat, swasta dan komunitas) yang diselenggarakan pada berbagai tingkatan 

pemerintahan). 

Salah satu pilar yang cukup penting dari Stategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak 

Kerdil adalah Pilar ke 3 yaitu Mendorong Konvergensi Program di Tingkat Pusat, Daerah dan 

Desa yang bertujuan untuk memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi 

program/kegiatan nasional, daerah dan masyarakat  melalui program/kegiatan di tingkat pusat, 

daerah dan Desa. Pelaksanaan dari pilar tersebut  diukur melalui beberapa indikator, antara lain 

yaitu: 1) Pelaksanaan konvergensi program/kegiatan nasional untuk percepatan dan pencegahan 

stunting; 2) Kinerja pelaksanaan konvergensi program di tingkat Kabupaten/Kota Prioritas dalam 

melaksanakan percepatan pencegahan stunting.  

Pelaksanaan konvergensi di tingkat Kabupaten/Kota didorong dengan melakukan 8 

(delapan) aksi integrasi percepatan penurunan stunting, yaitu berupa upaya secara manejerial 

dari pemerintah daerah dalam penurunan stunting. Delapan aksi konvergensi stunting terdiri dari:  

1. Analisis situasi. 

2. Penyusunan rencana kerja. 

3. Rembuk stunting. 

4. Pembagian kewenangan antara Desa dan kabupaten. 

5. Mobilisasi dan pembinaan KPM. 

6. Manajemen data. 

7. Pengukuran dan publikasi pengukuran stunting. 

8. Reviu kinerja. 

 

Untuk mencapai tujuan dari pilar ke-3 tersebut, Pemerintah Provinsi memiliki wewenang, 

antara lain : 
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1. Memfasilitasi  pembinaan, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut atas kebijakan dan 

pelaksanaan program dan anggaran penyediaan intervensi gizi prioritas di wilayah 

kabupaten/kota. 

2. Memberikan fasilitas dan dukungan teknis bagi peningkatan kapasitas kabupaten/kota 

dalam penyelenggaraan aksi konvergensi/integrasi yang efektif dan efisien. 

3. Mengkoordinasikan pelibatan institusi non-pemerintah untuk mendukung aksi 

konvergensi/integrasi percepatan pencegahan stunting. 

4. Membantu tugas Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan penilaian kinerja 

kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pencegahan stunting, termasuk memberikan 

umpan balik serta penghargaan kepada kabupaten/kota sesuai dengan kapasitas provinsi. 

 

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan terkait percepatan penurunan stunting di Bappeda 

provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 : 

A. Penguatan Kapasitas Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) 

dalam Penilaian Kinerja Stunting 

Kegiatan Penguatan Kapasitas TPPS dalam Penilaian Kinerja Stunting dilaksanakan 

berdasarkan Surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Nomor: 

440.5.7/477/Bangda tanggal 23 Januari 2024 perihal Pelaksanaan Konvergensi Percepatan 

Penurunan Stunting di Daerah, bahwa Provinsi diamanatkan untuk melaksanakan penilaian 

kinerja terhadap pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting yang 

dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota dan Surat Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat 

Nomor: 000.7.3/47/PPM/Bappeda-2024 tanggal 18 Mei 2024 perihal Penguatan Kapasitas 

TPPS dalam Penilaian Kinerja Stunting.   

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2024 bertempat di Ruang Rapat Lt. III Bappeda 

Provinsi Sumatera Barat secara online (Narasumber TA Regional melalui aplikas zoom), yang 

dihadiri oleh utusan dari Bappeda Provinsi Sumatera Barat, TPPS Kabupaten/Kota se 

Sumatera Barat, Tenaga Ahli Stunting Regional Wilayah I, Satgas Stunting Kabupaten/Kota 

dan Tim Panelis Penilaian Kinerja Stunting Provinsi Sumatera Barat. 

Penilaian kinerja penurunan stunting merupakan proses yang dilakukan oleh Pemerintah 

Provinsi untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan 8 

(delapan) Aksi Konvergensi dengan menggunakan instrumen penilaian berdasarkan indikator 

dan priode waktu yang ditetapkan. 

Tujuan pelaksanan Penilaian Kinerja Stunting adalah sebagai berikut 

a.  Mengukur tingkat kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan 8 (delapan) 

Aksi Konvergensi Penurunan Stunting. 

b.  Memastikan akuntabilitas kinerja  Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksaanan 8 

(delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting. 

c. Mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksaanan 8 (delapan) Aksi 

Konvergensi Penurunan Stunting. 

d. Apresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanan 8 (delapan)  Aksi 

Konvergensi Penurunan Stunting. 
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Materi yang disampaikan oleh para narasumber : 

a. Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atas pelaksanaan 8 Aksi 

Konvergensi oleh Analis Kebijakan Ahli Madya selaku Koordinator Substansi Kesehatan 

Direktorat SPUD III Ditjen Bina Bangda Kemendagri. 

b. Penilaian Kinerja 8 Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Sumatera Barat oleh 

Tenaga Ahli INAY pada Direktorat Direktorat SPUD III Ditjen Bina Bangda Kemendagri. 

c. Delapan Aksi Konvergensi sebagai Instrumen Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah 

Daerah dalam Percepatan Penurunan Stunting oleh Kabid Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Sumatera Barat. 
 

Pelaksanaan penilaian kinerja dilaksanakan :  

a. Secara luring (tatap muka) dengan mengundang 19 Kabupaten/Kota yang telah 

melaksanakan aksi konvergensi pada tahun 2022 bertempat di ruangan pertemuan 

Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Undangan pemberitahuan awal pelaksanaan 

penilaian kinerja sudah disampaikan pada tanggal 3 Mei 2023. 

b. Bahan yang akan dinilai adalah hasil pelaksanan aksi 1 s/d 8 tahun 2022 yang telah 

dilaporkan oleh Kabupaten/Kota dalam Web Monev Bangda. 

c. Tim Penilai Kinerja Stunting Provinsi Sumatera Barat diperkiran sekitar 10 orang yang 

terdiri dari perangkat daerah terkait (Bappeda, Dinas Kesehatan, DP3APPKB, DPMD, 

Dinas BMCKTR), Perguruan Tinggi, LSM (AIMI), Organisasi Profesi (HAKLI, Persagi). 
 

Penilaian pada hari-H: 

a. Kabupaten/Kota menyampaikan paparan pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Tahun 

2023 sesuai dengan indikator pelaoran yang diminta di Web Monev Bangda. 

b. Paparan masing-masing Kabupaten/Kota terdiri dari pendahuluan, gambaran singkat 

Kabupaten/Kota, visi dan misi, target penurunan stunting (dengan durasi paparan sekitar 

15 menit untuk 15 halaman paparan) 

c. Penyampaian paparan oleh Ketua TPPS atau Sekretaris Daerah atau Kepala Bappeda/SKPD 

d. Pelaksanaan penilaian kinerja dihadiri oleh TPPS Kabupaten/Kota. 
 

Bahan yang dipersiapkan oleh Kabupaten/Kota: 

a. Hasil pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Tahun 2023. 

b. Dokumen pendukung seperti SK, regulasi, daftar anggaran program/ kegiatan stunting. 

c. Praktik baik atau inovasi yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Kabupaten/Kota 

yang dibuktikan melalui foto, gambar, video, leaflet, spanduk, banner serta contoh produk 

unggulan. 

 
 

Hasil Penilaian Kinerja: 

a. Tim Panelis menentukan pemenang dari pemeringkatan yang telah dilakukan berdasarkan 

total skor indikator penilaian yang diperoleh. 

b. Pelaksanaan pameran praktik baik (inovatif, replikatif dan inspiratif). 
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c. Rekomendasi untuk perbaikan pelaksanan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan 

Stunting bagi masing-masing Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya. 

 
Hal yang menjadi dasar dalam penilaian adalah indikator, apakah terlaksana di lapangan 

dengan intervensi yang sesuai dan hasilnya nyata atau hanya sekedar unggah di aplikasi saja, 

ini yang harus dilihat dan diverifikasi oleh Tim Penilai.  Satgas stunting diharapkan dapat 

hadir ketika Kabuaten/Kota masing-masing yang didampingi dilakukan penilaian kinerja oleh 

Tim Panelis. 

 

B. Pelaksanaan Penilaian Kinerja (PK) Stunting Tahun 2023 

Kegiatan ini dlaksanakan sebagai bentuk upaya pembinaan dan pengawasan kinerja 

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan 

Stunting. PK Stunting dilakukan terhadap aksi 1 s.d 8 yang telah dilaksanakan oleh 

kabupaten/kota pada tahun 2023, pada tanggal 4 s.d 7 Juni 2024 di ruang rapat lantai III 

Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera 

Barat No. 000.7.3/233/V/PPM/Bappeda-2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Pelaksanaan 

Penilaian Kinerja Stunting Tahun 2023. 

Tujuan pelaksanaan penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Lokus Prioritas dalam 

pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting adalah sebagai berikut: 

1.   Untuk mengukur tingkat kinerja, memastikan akuntabilitas kinerja, mengevaluasi 

kinerja dan mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Lokus Prioritas dalam 

melaksanakan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan stunting. 

2.   Untuk mengetahui aspek kinerja dari pelaksanaan aksi konvergensi yang masih perlu 

untuk mendapatkan penguatan dari masing-masing Kabupaten/Kota Lokus Prioritas 

Prioritas sehingga pelaksanaan dan hasil aksi konvergensi dapat berjalan sebagaimana 

mestinya. 

3.   Untuk saling berbagi pembelajaran yang dapat dimanfaatkan Kabupaten/Kota lain 

dalam wilayah provinsi untuk meningkatkan kualitas dan hasil pelaksanaan 8 aksi 

konvergensi stunting. 

Peserta PK Stunting adalah utusan OPD dari 19 kabupten/kota yang tergabung dalam Tim 

Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang dipimpin oleh masing-masing Sekretaris Daerah 

yang bersangkutan. Tim penilai PK Stunting terdiri dari OPD provinsi terkait dan beberapa 

stake holders  terkait, seperti Koalisi Kependudukan, Dosen dari Universitas Andalas, 

Persatuan Ahli Gizi, Asosiasi Ibu Menyusui, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia. 

Dalam Penilaian PK Stunting ini disampaikan beberapa paparan materi oleh para narasumber, 

paparan oleh peserta PK Stunting, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, 

diantaranya : 

- Penilaian Kinerja Stunting Provinsi Sumatera Barat oleh Bpk. Andre Ola Vetric,SE, MM 

(Kabid PPM Bappeda Provinsi Sumatera Barat) 
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- Intervensi Spesifik dan Sensitif dalam Percepatan Penurunan Stunting oleh Yuni Andra, 

SKM, MM (Kabid Kesmas Dinkes Provinsi Sumatera Barat) 

- Capaian dan Evaluasi Kinerja Intervensi Spesifik Provinsi Sumatera Barat oleh Neneng 

Susanti, SKM, MKM (Kasi Kesga dan Gizi Dinkes Provinsi Sumatera Barat) 

- Intervensi dalam Percepatan Penurunan Stunting oleh Dr. Herlin Sridiani, M.Kes (Kadis 

DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat) 

- Peranan Manyusui dan MPASI dalam Pencegahan dan Penangan Stunting oleh Sri Parmala 

Susi, S.ST (Ketua Asosiasi Ibu Manyusui Indonesia Daerah Sumbar) 

- Profil Masalah Gizi di Sumatera Barat Berdasarkan Hasil SSGI oleh Dr. Gusnedi, STP, 

MPHCN (Ketua DPD Persagi Sumatera Barat) 

- Optimalisasi Sanitasi dalam Percepatan Penurunan Stunting oleh Miladil Fitra, SKM, MKM, 

CEIA (Ketua Pengurus HAKLI Sumatera Barat) 

- Optimalisasi Data PK BKKBN dalam Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Sumatera 

Barat oleh DR. Denas Symond, MCM (Peneliti Senior Pusat Studi Kesehatan Global Unand). 

- Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran dalam Percepatan Penurunan Stunting oleh 

Prof. DR. Rahmat Syahni, M.Sc (Ketua Koalisi Kependudukan Provinsi Sumatera Barat).  

 

Hasil PK Stunting tahun 2023 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 

050-552-2024 tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja 

Kabupaten/Kota Lokus dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting di Sumatera 

Barat Tahun 2023. 
 

Kategori Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota Lokus Dalam Pelaksaan Aksi Konvergensi 

Penurunan Stunting Pada Tahun 2023 : 

No Kabupaten/Kota Nilai Peringkat 

1. Kabupaten Lima Puluh Kota 91,78 1 

2. Kota Padang Panjang  91,58 2 

3. Kabupaten Padang Pariaman  91,47 3 

4. Kabupaten Pasaman Barat 90,83 4 

5. Kota Padang  90,43 5 

6. Kabupaten Pesisir Selatan  90,34 6 

7. Kabupaten Tanah Datar  89,97 7 

8. Kota Payakumbuh 89,89 8 

9. Kota Sawahlunto 88,84 9 

10. Kabupaten Agam  88,77 10 

11. Kabupaten Solok  88,61 11 

12. Kabupaten Sijunjung  88,07 12 

13. Kabupaten Dharmasraya  87,88 13 

14. Kota Pariaman 87,80 14 

15. Kota Solok 87,27 15 
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No Kabupaten/Kota Nilai Peringkat 

16. Kabupaten Pasaman 86,99 16 

17. Kota Bukittiggi 86,95 17 

18. Kabupaten Solok Selatan 86,73 18 

19 Kabupaten Kepulauan Mentawai 86,14 19 

 

C. Telaah Awal (Baseline Study) Uji Coba Panduan Pemantauan dan Evaluasi 

Program Percepatan Penurunan Stunting 

Pertemuan dalam rangka pendampingan Telaah Awal (Baseline Study) Uji Coba Panduan 

Pemantauan dan Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting terhadap Kabupaten/Kota 

terpilih (Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota) dilaksanakan pada tanggal 13 

s.d 14 Agustus 2024, dengan peserta Tim Kementerian PPN/Bappenas, TPPS Pusat, Konsultan 

Bank Dunia dan perwakilan TPPS Kota Payakumbuh dan Kabupateh Lima Puluh Kota, serta 

didampingi oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat selaku TPPS Provinsi Sumatera Barat 

dengan anggota tim : 1) Nasrial, S.Kom (Fungsional Perencana Ahli Muda), 2) Sasli Adis, SE 

(Fungsional Umum), dan 3) Ishak (Fungsional Umum). 

Dasar pelaksanaan kegiatan : 

a.  Surat Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN / Bappenas RI, 

Nomor                T-14246/Dt.5.1/PP.06.02/08/2024 tanggal 01 Agustus 2024, perihal 

Undangan Telaah Awal (Baseline Study) Uji Coba Panduan Pemantauan dan Evaluasi 

Program Percepatan Penurunan Stunting. 

b.  Nota Dinas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor 

050/267/ND/Set/Bappeda/8- 2024 tanggal 12 Agustus 2024 perihal Mohon Persetujuan 

Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Mengikuti Telaah Awal 

(Baseline Study) Uji Coba Panduan Pemantauan dan Evaluasi Program Percepatan 

Penurunan Stunting ke Kota Bukittinggi. 

c.  Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 094.3/257 

/Bappeda/8-2024, tanggal 12 Agustus 2024 perihal mengikuti Telaah Awal (Baseline 

Study) Uji Coba Panduan Pemantauan dan Evaluasi Program Percepatan Penurunan 

Stunting di Hotel Santika Kota Bukittinggi, pada tanggal 13 sd. 14  Agustus 2024. 

Tujuan pertemuan Telaah Awal (Baseline Study) Uji Coba Panduan Pemantauan dan Evaluasi 

Program Percepatan Penurunan Stunting, secara umum untuk : 1) Mendapat gambaran 

persepsi Pemerintah Daerah mengenai Program Percepatan Penurunan Stunting dan konsep 

monitoring dan evaluasi; 2) Menggali isu, hambatan, potensi dan kekuatan TPPS dalam 

pelaksanaan monitoring dan evaluasi di daerah. 

Secara kontekstual, pelaksanaannya disesuaikan kebutuhan daerah terhadap penguatan 

Sistem Pemantauan dan Evaluasi (SPE) di TPPS berupa :  

- Pemahaman Aksi konvergensi sebagai strategi di PPPS; 
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- Pemahaman TPPS Pemerintah kabupaten/kota, mengenai stunting dan faktor risiko 

spesifik daerahnya (aksi 1). 

- Penyusunan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan PPS berdasarkan hasil 

analisis situasi lokal (aksi 2).  

- Kapasitas TTPS Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengoptimalkan kewenangan dan 

pendayagunaan SDM yang ada untuk melaksanakan Program PPS & Monevnya di daerah 

(aksi 3, 4 dan 5). 

- Kapasitas TPPS kabupaten/kota, untuk memantau dan mengevaluasi secara obyektif dan 

metodis kinerja dan capaian program/kegiatan PPS di daerahnya (aksi 6, 7 dan 8). 

- Persepsi dukungan yang telah diperoleh dan diharapkan dari pemerintah kabupaten/kota, 

baik pemerintah provinsi maupun pusat. 

Urgensi penyusunan pedoman monev adalah untuk :  

1. penyamaan pemahaman dan standar pemantauan dan evaluasi;  

2. Pelaksanaan pemantaun dan evaluasi dan efektivitas program terhadap keluaran sesuai 

harapan;  

3. Memastikan kualitas data yang digunakan dan dihasilkan dalam monev; dan  

4. Memastikan siklus pemantauan, evaluasi, sinkron dengan  perencanaan, penganggaran.  

Penguatan cakupan intervensi percepatan penurunan stunting terhadap intervensi spesifik 

sebesar 90% dan intervensi sensitive didorong perbaikannya. 

Upaya Percepatan penurunan stunting dengan melakukan pengawalan sasaran utama 1000 

HPK sampai balita, terutama dalam penguatan focus mencegah masalah gizi (sebelum anak 

menjadi stunting) termasuk mendeteksi secara cepat masalah gizi dan menanganinya 

Pokok perhatian dalam pencapaian indikator kinerja, yaitu 1) masih beragam pemahaman 

daerah terhadap indikator, 2) Target sasaran program belum mencakup seluruh populasi; 3)  

Data tidak tersedia sesuai periode pelaporan, dan 4) Diperlukan aplikasi yang terintegarasi 

sehingga data yang dihasilkan tidak menggambarkan hasil keseluruhan populasi 

Isu dalam monitoring dan evaluasi data percepatan penurunan stunting di daerah : 

- Dinamika kebijakan (Stranas, Perpres, mekanisme lokus, pembiayaan, dll) 

- Pelaksanaan monev dan pelaporan yang kurang operasional dan terfragmentasi 

- Terlalu banyak sistem/aplikasi pelaporan yang harus diisi dan tidak saling terintegarsi 

dengan sistem lainya 

- Kualitas data yang ada/survei masih perlu ditingkatkan 

- Pemanfaatan siklus data monev ssmpi perencanaaan masih rendaah 

- Belum ada kesepaskatasn satu data sasarsn lintas program/lintas OPD  

Permasalahan dalam monitoring dan evaluasi percepatan penurunan stunting di Sumatera 

Barat : 

- Sumber data dalam pengukuran stunting selalu berubah-rubah. 

- Terdapat banyak system informasi mulai dari perencanaan, penganggaran dan 

pemantauan baik di tingkat pusat maupun daerah. 
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- Capaian kinerja stunting Kabupaten/Kota banyak tidak sesuai harapan. 

- Keterbatasan anggaran daerah dalam intervensi stunting. 

- Kurangnya pelaksanaan monev oleh Kabupaten/Kota dikarenakan kesibukan. 

- Berkurangnya jumlah aparatur yang menangani stunting disebabkan karena seringnya 

mutasi/promosi di daerah. 

Upaya yang dilakukan Provinsi dalam sinkronisasi  penurunan stunting di daerah : 

- Dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur kepada Kabupaten/Kota tentang Percepatan 

penurunan stunting 

- Surat Sekretaris Daerah kepada OPD terkait intervensi percepatan penurunan stunting  

- Dalam Fasilitasi RKPD Ksbupaten/Kota terus mengawal ketersediaan anggaran stunting  

- Dalam Penilaian Kinerja Stunting terkait 8 Aksi Konvergensi masih ditemui Kab/Kota yang 

belum mengentry (khususnya aksi 2)  

- Mendorong OPD Provinsi meningkatkan koordinasi dengan Kab/Kota 

- Melakukan komitmen bersama Provinsi dengan Kabupaten/kota terkait intervensi spesifik 

dan intervensi sensitif dalam program dan kegiatan sesuai kewenangan 

- Melakukan evaluasi APBD terhadap anggaran stunting di daerah. 

Rencana Tindak Lanjut : 

- Memastikan data yang dihasilkan dari berbagai sistem/aplikasi  mengacu pada metadata 

yang sama dan interoperable 

- Membangun satu dashboard yang komprehensif dan dapat mengintegrasikan data sistem 

informasi kunci. 

D. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 

2024 ke Kabupaten Padang Pariaman 

Pelaksanaan perjalanan dalam rangka menjadi Narasumber dan melakukan 

Pemantauan/monitoring serta Evaluasi Pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 

Tahun 2024 ke Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 18 Oktober 2024, dengan Tim 1) 

Andre Olla Vetric, SE, MM; 2) Sasli Adis,SE, dan 3) Dwi Haddis Prasetyo. 

Monitoring dan evaluasi (monev) dilaksanakan berdasarkan : 

a. Surat Plt. Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050/403/Pem-PM/Bappeda-2024 tanggal 27 

September 2024 perihal Pendampingan SSGI Tahun 2024, dimana Bupati/Walikota dimnta 

menugaskan Dinas terkait dan Bappeda untuk melakukan pendampingan kepada tim 

survei SSGI Tahun 2024, sehingga dari hasil penimbangan diketahui status gizi balita 

seperti stunting, wasting dan dapat menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan 

kedepannya. 

b. Nota Dinas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor 050/  /ND/PPM/Bappeda/10-

2024 tanggal 17 Oktober 2024 perihal Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas 

Dalam Daerah dalam rangka Menjadi Narasumber dan Melakukan Pemantauan/monitoring 

serta Evaluasi Pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 Ke Kabupaten 

Padang Pariaman. 
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Tujuan dilaksanakan Survei Status Gizi Indonesis (SSGI) Tahun 2024 dalam rangka 

mendapatkan gambaran akurat dan valid mengenai status gizi balita, meliputi stunting, 

wasting, underweight, dan overweight serta faktor determinan (mempengaruhi) status gizi 

balita seperti pemberian ASI/MPASI, imunisasi, penyakit infeksi, riwayat kehamilan dan 

persalinan, kesehatan lingkungan, serta status gizi ibu, yang nantinya sebagai dasar 

perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pembangunan daerah ke depan. 

Khususnya Kabupaten Padang Pariaman, hasil survei SSGI tersebut, bermanfaat untuk : 1) 

meningkatkan akurasi dan konsistensi data geospasial di berbagai sektor; 2) Mendorong 

kolaborasi antara instansi pemerintah dan masyarakat dalam pengumpulan dan pengelolaan 

data; dan 3) Menyediakan platform yang memudahkan akses dan penggunaan data 

geospasial untuk masyarakat dan pemangku kepentingan. Pelaksanaan survei SSGI tahun 

2024 di Kab. Padang Pariaman dilaksanakan di 17 kecamatan, 60 desa/nagari dengan 69 blok 

sensus dengan penanggung jawab teknis an. Okta Jelsa Nabilah. 

Tahapan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kab. Padang Pariaman dalam pendampingan 

dsn mendukung SSGI tahun 2024, yakni: 

 Persiapan : Mengadakan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait untuk merumuskan 

rencana pelaksanaan SSGI yang mencakup pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan 

data geospasial. 

 Pengumpulan Data : Melakukan pengumpulan data geospasial dari berbagai sumber, 

termasuk data dari instansi pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat. Ini meliputi data 

topografi, penggunaan lahan, infrastruktur, dan sumber daya alam. 

 Pengolahan Data : Mengolah data yang telah dikumpulkan menjadi informasi yang 

terintegrasi. Proses ini melibatkan penggunaan teknologi GIS (Geographic Information 

System) untuk menganalisis dan memvisualisasikan data geospasial. 

 Pelatihan dan Kapasitas : Menyelenggarakan pelatihan bagi petugas dan masyarakat 

tentang penggunaan alat dan perangkat lunak GIS, serta cara pengumpulan data yang tepat. 

 Sosialisasi : Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya SSGI dan 

bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam pengumpulan dan pemanfaatan data 

geospasial. 

Kondisi sekarang pelaksanaannya sudah memasuki tahap pengolahan data dalam bentuk 

updating data sasaran yang berlangsung selama 10 (sepuluh) hari yang akan berakhir 

sampai tanggal 25 Oktober 2024. 

Permasalahan yang ditemukan dari kegiatan monev : 

a. Pelaksaaan supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan masih belum dilakukan secara 

berkala/berkelanjutan. 

b. Masih kurangnya publikasi informasi data stunting kepada puskesmas, posyandu dan 

masyarakat sehingga hasil intervensi stunting kurang maksimal. 

c. Masih belum tersedianya basis data geospasial yang komprehensif dan terintegrasi untuk 

mendukung dalam pengambilan keputusan dalam penyusunn perencanaan pembangunan 

daerah. 
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Rekomendasi dan Tindak Lanjut : 

a. Perlu peningkatan peran TPPS Kabupaten dalam aksi ke-7 konvergensi stunting dalam 

penyebaran informasi/Publikasi data Stunting kepada puskesmas, posyandu dan 

masyarakat sehingga pelaakanaannya lebih terpadu dan tepat sasaran. 

b. Diirencanakan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Puskesmas akan melakukan pemetaan 

lokasi anak yang belum diimunisasi dan mendatangi wilayah yang sulit dijangkau meskipun 

sudah mencapai cakupan yang tinggi berdasarkan data sasaran riil. 

c. Untuk pelaksaaan survei SSGI agar didampingi oleh pemerintah daerah yang berkompeten 

(seperti Dinas Kesehatan, Bapelitbangda, Puskesmas, Posyandu) dan melibatkan 

masyarakat setempat sehingga diperoleh hasil yang akurat sesuai kondisi lapangan. 

d. Diharapkan hasil supervisi, monitoring dan evaluasi Pelaksanaan SSGI secara berkala perlu 

digunakan untuk perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan SSGI di masa mendatang, 

serta memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif. 

e. Perlu komitmen dan koloborasi semua pihak dalam peningkatan supervisi, pelaporan, 

evaluasi, dan monitoring data stunting, sehingga Kabupaten Padang Pariaman dapat terus 

menurunkan prevalensi stunting secara signifikan dan berkelanjutan. 

E. Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sumatera Barat 

Rapar koordinasi (Rakor) ini dilaksanakan pada tanggal 24 September 2024 melalui Aplikasi 

Zoom Meeting berdasarkan Surat Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor: 

000.7.3/72/IX/PPM/Bappeda-2024 tanggal 21 September 2024 perihal Rapat Koordinasi 

Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sumatera Barat, dengan agenda koordinasi 

percepatan penurunan stunting antara Provinsi dan Kabupaten/Kota  dan persiapan 

pelaksanaan SKI Tahun 2024. 

Peserta Rakor terdiri dari : 

1. Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sumatera Barat 

2. Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten/Kota se Sumatera Barat 

3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat. 

Pada Rakor ini disampaikan paparan oleh beberapa narasumber yang kemudian dilanjutkan 

dengan diskusi, diantaranya : 

- Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat: Medi Iswandi, ST, MM (Capaian Kinerja Stunting 

Menuju Dana Insentif Fiskal) 

- Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat: Fatmawati, ST, M.Eng (Capaian Kinerja 

Indikator Stunting Bidang BKKBN dan Capaian Indikator Pemenuhan Dana Insentif Fiskal 

2023 dan 2024) 

- Dinas Kesehatan Provinsi: Yuni Andra, SKM, MM (Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2024) 

- Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat: (Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap) 

- Bappeda Kabupaten Padang Pariaman (Pengalaman Kabupaten Padang Pariaman 

Melakukan Pendampingan Pelaksanaan Survei Kesehatan Indonesia pada Tahun 2023) 

Kesimpulan / tindak lanjut dari Rakor : 
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1. Untuk melakukan pengawalan bersama terhadap pelaksaan SSGI Tahun 2024 di masing-

masing Kabupaten/ Kota sehingga survei benar-benar menghasilkan data yang sesuai 

dengan kondisi di lapangan dan dapat diyakini bersama.  

2. Pemerintah Provinsi akan menyiapkan surat Kepala Daerah kepada Kabupaten/ Kota untuk 

penegasan pengawalan pelaksanaan SSGI. 

3. Enumerator SSGI Tahun 2024 direkrut secara langsung oleh Tim SSGI Pusat, tetapi rata-

rata berasal dari daerah yang bersangkutan. 

4. SSGI tidak menyediakan anggaran untuk pendampingan seperti SKI pada Tahun 2024 

tetapi Daerah boleh menyediakan dan melakukan pendampingan dalam pelaksanaan 

survei.  

5. Agar Kabupaten/ Kota segera melakukan koordinasi dengan masing-masing PJT Survei 

masing-masing Kabupaten/ Kota. 

2.2. RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS (RAD PD) 

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, 

intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan 

lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan 

efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas 

merupakan salah satu kelompok rentan yang mengalami marginalisasi dan eksklusivitas. Menurut 

data Susenas (2020), jumlah penduduk penyandang disabilitas diperkirakan mencapai 23 juta jiwa 

dan 6,2 juta jiwa diantaranya merupakan penyandang disabilitas kategori sedang hingga berat 

(mis: total blind).  

Penyandang Disabilitas memiliki kebutuhan dan hak-hak yang sama seperti warga 

masyarakat lainnya. Oleh karena itu, Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada 

Penyandang Disabilitas merupakan instrumen untuk mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, 

kontrol, dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan yang dialami Penyandang Disabilitas, 

yang diakibatkan hambatan internal (fisik, mental, intelektual, dan sensorik) dan eksternal 

(lingkungan fisik dan sosial).  

Pengarusutamaan serta perubahan cara pandang tentang disabilitas merupakan 

komponen penting dalam upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak 

penyandang disabilitas. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas, paradigma pola perlakuan terhadap penyandang disabilitas telah 

berubah, dari yang bersifat belas kasih (charity based) menjadi pendekatan berdasarkan 

pemenuhan Hak Asasi Manusia (human right based). 

Berdasarkan Permen PPN Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan peraturan Pemerintah 

Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap 

penghormatan, perlindungan dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas telah ditetapkan bahwa 

Bappeda Provinsi ditunjuk sebagai koordinator pelaksana sesuai kebutuhan di daerah yang 

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-03-2022 tentang 
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Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2022. 

 

Rapat Rencana Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2024 (RAD Disabilitas 

Tahun 2024-2026) 

Agenda rapat adalah untuk membahas rencana pelaksanaan  Peraturan Gubernur (Pergub) 

Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, 

Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2024-2026. 

Rapat dilaksanakan pada tanggal 26 September 2024 bertempat di ruang rapat lantai 1 Bappeda 

Provinsi Sumatera Barat  berdasarkan Surat Undangan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat 

nomor 050/74/PPM/Bappeda-2024, tanggal 24 September 2024. Rapat dihadiri oleh perwakilan 

dari OPD-OPD terkait lingkup Provinsi Sumatera Barat, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, 

Dinas Pendidikan, Dinas BMCKTR, Dinas Perkimtan, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Dinas 

Nakertrans, Dinas Perhubungan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 

Keluarga Berencana, Dinas Pemuda dan Olah, serta Bappeda Provinsi Sumatera Barat beserta 

jajaran. 

Paparan rencana pelaksanaan Pergub Nomor 7 Tahun 2024 ini disampaikan oleh Firdaus Arifin, 

S.Si (Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Provinsi Sumatera Barat). Untuk pelaksanaan 

Pergub tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat  Nomor : 050-631-

2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan, 

dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun Anggaran 2024-2026. 

Kesepakatan / tindak lanjut yang dihasilkan dari rapat :  

1. Masing-masing OPD yang termasuk dalam Lampiran I dari pelaksanaan RAD-PD mengisi 

Lampiran 2 Dan 3. 

2. Memastikan Semua Kegiatan Yang Termuat Dalam Lampiran 1 Ada Pelaksanaannya. 

3. Pengisian Diharapkan Bisa Berlangsung 1 minggu kedepan dan menyampaikannya secara 

tertulis dan soft copy ke Bappeda. 

 

2.3. RAPAT-RAPAT SUB KEGIATAN  

Rapat-rapat yang telah dilaksanakan terkait Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 

Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia pada Tahun 

2024, antara lain : 

A. Rapat Persiapan Pelatihan Pengisian Modul Pemetaan Kelembagaan Puskesos 

Rapat ini dilaksanakan pada tanggal 19 April 2024 di ruang rapat lantai 2 Bappeda Provinsi 

Sumatera Barat berdasarkan surat undangan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat 

Nomor 000.7.3/36/IV/PPM/Bappeda-2024 tanggal 18 April 2024. 
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Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, BRAC 

International, Bidang Ekonomi dan SDA serta Fungsional Perencana dan Fungsional Umum  

Bidang PPM Bappeda Provinsi Sumatera Barat. 

BRAC adalah organisasi pembangunan internasional yang didirikan di Bangladesh pada 

tahun 1972 yang bermitra dengan lebih dari 100 juta orang yang hidup dengan 

ketidaksetaraan dan kemiskinan untuk menciptakan peluang untuk mewujudkan potensi 

manusia 

Dalam rangka penurunan Kemiskinan  dan kemiskinan ekstrim di Provinsi Sumatera Barat , 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menanda tangani kerjasama dengan BRAC 

Internasional untuk bisa berkerjasama mengatasinya.  

Salah satu program yang akan dilakukan adalah melakukan identifikasi terhadap Lembaga 

dan pedamping ( Puskesos, PSKS, Karang taruna dan Pemdaping PKH) yang ada serta 

program-program yang akan diintervensi oleh kabupaten/kota dalam mengatasi kemiskinan 

ekstrim di daerah. 

Tindaklanjut dari identfikasi yang akan dilakukan, akan dilakukan pelatihan terhadap 

pedamping tersebut. Sebelum melakukan pelatihan perlu dilakukan rapat pendahuluan 

dengan Bappeda dan Dinas Sosial Kabupaten Kota untuk pemahaman rencana pelatihan 

yang akan dilakukan, agar bisa kabupaten/kota dapat melakukan persiapan-persiapan 

didaerah baik dari sisi data maupun penyiapan lembaga dan pedamping yang akan dilatih. 

Pelatihan ini akan dilaksanakan secara Daring dengan mengikutsertakan Bappeda, Dinas 

Sosial, Pedamping dan Kelembagaan Puskesos yang ada di Kabupaten Kota, Jadwal 

pelatihan akan di sesuaikan dengan hasil Rapat pendahuluan yang akan dilakukan nantinya. 

Peserta rapat sepakat akan melakukan rapat pendahuluan dengan Bappeda dan Dinas 

Sosial pada tanggal 30 April 2024, untuk itu Tim Brac akan hadir secara offline pada tanggal 

tersebut. Kabupaten Kota akan diminta untuk membawa data-data sebagai berikut: 

a. Data-data Puskesos yang aktif di Kabupaten/ Kota dan desa/kelurahan/nagari beserta 

petugasnya (supervisor, fasilitator, front office dan back office)      

b. Program pemberdayaan ekonomi/ pengembangan mata pencaharian untuk 

penanggulangan kemiskinan yg dilaksanakan oleh Kab/ Kota tsb.            

c. Updadate data PSKS (PSM, TKSK dan pendamping program PKH, dll). 

 

B. Rapat Pembahasan dan Persiapan Pelatihan Pengisian Modul Pemetaan Kelembagaan 
Puskesos dan PSKS 

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya guna membahas persiapan 

Pelatihan Pengisian Modul Pemetaan Kelembagaan Puskesos dan PSKS, diadakan pada 

tanggal 30 April 2024 di ruang rapat lantai 3 Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan 

surat undangan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor 050/IV/PPM/Bappeda-

2024 tanggal 24 April 2024. 

Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera 

Barat, Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, BRAC International, 
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Bidang Ekonomi dan SDA serta Fungsional Perencana dan Fungsional Umum  Bidang PPM 

Bappeda Provinsi Sumatera Barat. 

Beberapa kesimpulan yang dihasilkan dari rapat : 

1.  Seluruh kabupaten/kota akan mengidentifikasi program pemberdayaan 

ekonomi/pengembangan livelihood sebagai jangkar pelaksanaan model Graduasi dalam 

percepatan penanggulangan kemiskinan dibawah koordinasi Provinsi. 

2.  Berdasarkan program pemberdayaan ekonomi/pengembangan livelihood yang 

ada, dilakukan analisis kepesertaan program pemberdayaan ekonomi/pengembangan 

livelihood tersebut dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan 

kemiskinan lainnya. 

3.  Program pemberdayaan ekonomi/pengembangan livelihood yang ada akan 

dilakukan transformasi dengan mengintegrasikan pendekatan Graduasi dalam 

pelaksanaannya. 

4.  Akan dilakukan pemetaan kelembagaan Puskesos dan SDM dalam pelaksanaan 

model Graduasi, melalui pengisian modul/kuesioner pemetaan yang telah disediakan. 

5.  Untuk dapat mengisi modul/kuesioner yang ada, akan dilakukan pelatihan 

pengisian modul yang dilakukan secara online. 

 

C. Rapat Penyelarasan GDPK kedalam Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah 

Rapat dilaksanakan berdasarkan Surat Undangan Kepala Bappeda Provinsi Sumetara Barat 

Nomor 000.7/67/VIII/PPM/Bappeda-2024 tanggal 30 Agustus 2024 perihal Penyelarasan 

GDPK kedalam Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah pada tanggal  4 September 2024 

di Ballroom Thamrin Nurdin lantai 3 Bappeda Provinsi Sumatera Barat. 

Peserta yang hadir terdiri dari : 

- OPD/Instansi/Tim Penyusun Review GDPK Provinsi Sumatera Barat 

- OPD/Tim Support Data GDPK Provinsi Sumatera Barat 

- OPD/Tim Koordinasi Pelaksanaan Provinsi Sumatera Barat 

Dalam Rapat Penyelarasan GDPK kedalam Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah ini 

disampaikan beberapa paparan materi oleh para narasumber yang kemudian dilanjutkan 

dengan diskusi, diantaranya : 

- Bpk. Andre Ola Vetric,SE, MM (Kabid PPM Bappeda Provinsi Sumatera Barat) : Arah dan 

Kebijakan GDPK Di Sumatera Barat. 

- Mario Ekoriano, S.Si, M.Si (Koordinator Fungsi Kebijakan Bidang KPSKPAPO BRIN) : 

Sinkronisasi GDPK dengan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah. 

- Prof. DR. Rahmat Syahni, M.Sc (Ketua Koalisi Kependudukan Provinsi Sumatera Barat) : 

Penyelarasan GDPK dalam Dokumen Perencanaan Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

Kesimpulan yang dihasilkan dalam rapat : 

- Data-data yang digunakan dalam GDPK perlu disepakati bersama, termasuk penentuan 

baseline data dan yang terpenting indicator yang digunakan adalah sama. 
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- GDPK agar dimasukan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD dan 

RPJMD)sehingga dapat memberi ‘warna’ pada dokumen tersebut. 

- GDPK diterbitkan setidaknya dalam bentuk Pergub tapi sebaiknya dalam bentuk Perda agar 

memudahkan dalam penganggaran kegiatan terkait kependudukan nantinya. 

  

D. Rapat Persiapan Pelaksanaan Seleksi Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2025 

Berdasarkan surat undangan Kepala Bappeda Provinsi Sumetara Barat Nomor 

000.7.3/81/X/PPM/Bappeda-2024 tanggal 18 Oktober 2024 perihal Undangan Persiapan 

Pelaksanaan Seleksi Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2025, rapat dilaksanakan pada tanggal 

22 Oktober 2024 bertempat di Ballroom Thamrin Nurdin lantai 3 Bappeda Provinsi Sumatera 

Barat. 

Peserta rapat Persiapan Pelaksanaan Seleksi Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Tahun 

2025terdiri dari : 

- Bappeda Provinsi Sumatera Barat 

- Tim Pembina KKS / OPD terkait Provinsi Sumatera Barat 

- Bappeda / Tim Pembina KKS Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat. 

Agenda yang dibahas dalam rapat adalah persiapan pelaksanaan verifikasi Kabupaten/Kota 

Sehat Tahun 2025 dan ujicoba Aplikasi Swastisaba. 

Paparan materi pada rapat ini yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi, diantaranya 

disampaikan oleh : 

- Dr. Lila Yanwar, MARS (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat) : 

Penyelenggaraan Pelaksanaan Kabupaten / Kota Sehat (KKS) di Sumatera Barat. 

- Rosmadeli, SKM, M.Biomed (Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Provinsi Sumatera 

Barat) : Persiapan Penghargaan Swastisaba Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. 

- Andre Ola Vetric, SE, MM (Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda 

Provinsi Sumatera Barat) : Pembinaan dan Percepatan Capaian KKS Tingkat Provinsi 

Sumatera Barat kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.  

- Firman Shiddiq Alamsyah, S.Tr.Kom (IT Programer Bappeda Provinsi Sumatera Barat) : 

Aplikasi ‘Swastisaba Apps’. 

Kesimpulan yang dihasilkan dari rapat :  

- Agar diancang-ancang apa yang akan diupload pada aplikasi nantinya 

- Aplikasi ini diharapkan akan terus dikembangkan untuk masa yang akan datang. 

- Akan diadakan best practice untuk masa datang sebelum dilaksanakan verifikasi KKS 

akhir. 

 
E. Rapat Penyusunan Materi dan Pengisian Borang dan Data Dukung dalam rangka 

Anugerah Kebudayaan Indonesia 2024 

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari surat Kemendikbudristek Dirjen Kebudayaan Nomor 

1275/F6/KB.11.05/2024 tanggal 25 Oktober 2024 perihal Wawancara Calon Penerima 

Anugerah Kebudayaan Indonesia 2024 Kategori Penghargaan Khusus Pemerintah Daerah. 
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Tim Penilai Anugerah Kebudayaan Indonesia 2024 sedang melakukan penilaian terhadap 

indikator, diantaranya : Pertumbuhan IPK, Tipologi, Anggaran Kebudayaan, Hasil Evaluasi 

PPKD, Survey Penilaian Integritas, Peraturan Daerah Terkait Kebudayaan, Tenaga Ahli 

Kebudayaan (TACB), Pamong Budaya dan Tenaga Kebudayaan yang tersertifikasi. 

Tim Penilai akan melakukan wawancara secara daring kepada Pimpinan Pemerintah Daerah 

Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 5 November 2024. 

Rapat dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2024 di ruang rapat lantai 2 Bappeda Provinsi 

Sumatera Barat berdasarkan surat undangan Kepala Bappeda Nomor 

050/79/X/PPM/Bappeda-2024 tanggal 30 Oktober 2024. 

Peserta rapat terdiri perwakilan dari : 

- BPKAD Provinsi Sumatera Barat 

- Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat 

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat 

- Bidang PPM Bappeda Provinsi Sumatera Barat. 

Kesimpulan rapat : 

a.  Telah dilakukan pembagian tugas dalam penyelesaian poin-poin materi presentasi 

sesuai dengan kewenangan masing-masing OPD. 

- Bappeda : menyiapkan bahan presentasi sebagai bahan wawancara pimpinan 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Tim Penilai Anugerah Kebudayaan 

Indonesia 2024. 

- Dinas Perindag : bersama Dinas Kebudayaan bekerjasama mengembangkan 
design motif/design sulaman/bordiran khas Minangkabau. 

- BPKAD : melengkapi Data yag dibutuhkan terkait realisasi anggaran kebudayaan. 

- Dinas Kebudayaan : melengkapi data sesuai dengan poin-poin presentasi terkait 

Program kebudayaan, anggaran Kebudayaan, sarana dan prasarana kebudayaan, 

Publikasi & Rekognisi Media ,WBTb dan Prestasi yang pernah diterima Pemda. 

b.  Masing-masing OPD menyusun materi dan akan didiskusikan lebih lanjut pada 

rapat hari Jumat tanggal 1 November 2024. 

 

 

 

F. Rapat Lanjutan Penyusunan Materi dan Pengisian Borang dan Data Dukung dalam 
rangka Anugerah Kebudayaan Indonesia 2024 

Rapat lanjutan dilaksanakan pada tanggal 1 November 2024 di ruang rapat lantai 2 Bappeda 

Provinsi Sumatera Barat, yang dihadiri oleh perwakilan dari : 

- BPKAD Provinsi Sumatera Barat 

- Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat 

- Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat 

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Baratt 
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- Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat 

- Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat 

- Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat 

- Dinas Koperasi UKM  Provinsi Sumatera Barat 

- Fungsional Perencana dan Umum Bidang PPM Bappeda Provinsi Sumatera Barat  

Pembahasan rapat :  

- Lanjutan menyiapkan bahan presentasi sebagai bahan wawancara pimpinan Pemerintah 

Provinsi Sumatera Barat dengan Tim Penilai Anugerah Kebudayaan Indonesia 2024. 

- Finalisasi data dukung borang presentasi sesuai dengan poin-poin yang akan disampaikan 

oleh Pemerintah Daerah 

- Penyampaian bahan materi dan diskusi dalam penyempurnaan materi   dan finalisasi 

pengisian borang dan data dukung . 

- Hasil diskusi dan penyempurnaan materi serta finalisasi pengisian borang dan data 

dukung berupa poin-poin presentasi Pemerintah Daerah. 

Poin-poin Presentasi Pemerintah Daerah : 

No KOMPONEN DATA PENANGGUNG 
JAWAB KETERANGAN 

1. Realisasi 
PPKD  

Penjelasan PPKD 
sebagai rujukan 
penyusunan RKPD, 
RPJMD dan RPJPD; 

Bappeda  

2. Program 
Kebudayaan 

1. Program 
Kebudayaan 
yang telah 
terselenggara 
(meliputi tujuan & 
manfaat untuk 
masyarakat); 

2. Sinergitas urusan 
kebudayaan 
antar OPD; 

3. Program 
apresiasi 
terhadap pelaku 
budaya yang 
diselenggarakan 
oleh Pemerintah 
Daerah. 
 

Dinas Kebudayaan 1. Program yang telah terselenggara : 
a. PROGRAM PENGEMBANGAN 

KEBUDAYAAN 
Tujuan :  
Meningkatnya Jumlah Warisan 
budaya tak benda yang dilestarikan 
Manfaat : 
1. Melindungi karya budaya yang 

ada di tengah masyarakat 
yang berdampak kepada 
peningkatan kesejahteraan 
masyarakat, 

2. Menciptakan even kebudayaan 
ditengah masyarakat, 

3. Meningkatkan pemahaman 
masyarakat terhadap budaya 
daerah/tradisi 

b. PROGRAM PENGEMBANGAN 
KESENIAN TRADISIONAL 
Tujuan :  
 Meningkatnya jumlah kesenian 
tradisional yang dilestarikan, 

 Manfaat : 
1. Meningkatnya tata kelola 

kelembagaan kebudayaan 
seperti sanggar seni dan 
pengelolaan even pertunjukan, 

2. Meningkatnya jumlah tenaga 
kebudayaan yang tersertifikasi 
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No KOMPONEN DATA PENANGGUNG 
JAWAB KETERANGAN 

3. Meningkatnya diplomasi 
budaya, 

4. Meningkatnya pendapatan 
pelaku seni budaya 

c. PROGRAM PEMBINAAN 
SEJARAH 
Tujuan :  
 Meningkatnya jumlah sejarah lokal 
yang dilestarikan 

 Manfaat : 
1. Meningkatnya pemberdayaan 

sumber daya manusia dan 
lembaga sejarah lokal provinsi 

2. Meningkatnya akses 
masyarakat terhadap data dan 
informasi sejarah 

d. PROGRAM PENGELOLAAN 
PERMUSEUMAN 
Tujuan :  
 Meningkatnya persentase 
kekayaan budaya benda yang 
dilestarikan 

 Manfaat : 
1. Meningkatnya pesentase 

kekayaan budaya yang 
Terkelola sebagai sarana dan 
prasarana pembelajaran 
siswa/mahasiswa dan 
masyarakat umum. 

2. Sinergitas urusan kebudayaan antar 
OPD : 
1. Partisipasi penampilan seni dan 

budaya tradisional serta 
kontemporer dalam kegiatan OPD 
: 
a. Biro Pemerintahan Setdaprov 

: Penyelenggaran peringatan 
hari jadi Sumatera, 

b. Dinas Perhubungan : Hari jadi 
perhubungan, 

c. Satpol PP : Hari jadi Pol PP, 
d. Biro Kesra : Parade kesenian 

2. Sinergitas mewujudkan progul 
Gubernur untuk 
menciptakan100.000 enterpreneur 
bersama dengan Dinas Koperasi 
dan UMKM 

3. Menjadikan kawasan mesjid raya 
Syech Ahmad Khatib al 
Minangkabawi sebagai pusat 
pendidikan ABS SBK. 

3. Program apresiasi terhadap pelaku 
budaya yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Daerah : 
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No KOMPONEN DATA PENANGGUNG 
JAWAB KETERANGAN 

1. Pemberian Anugrah Kebudayaan 
Provinsi Sumatera Barat yang 
dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun. 
Anugerah kebudayaan adalah 
anugerah yang diberikan oleh 
Pemerintah Daerah kepada 
individu, kelompok, dan/atau 
lembaga yang melestarikan dan 
memajukan bidang adat dan tradisi, 
kesusasteraan, cagar budaya, 
kesenian, permuseuman, perfilman, 
sejarah, kuliner, dsb. 

2. Pemberian apresiasi sanggar yang 
berkontribusi pada even-even 
tingkat provinsi dan nasional. 

3. Anggaran 
Kebudayaan 

1. Persentase 
Alokasi 
Anggaran 
Kebudayaan dari 
APBD Wajib Non 
Pelayanan 
Dasar; 

2. Realisasi 
anggaran 
kebudayaan 
tahun 2021-
2023; 

3. Alokasi anggaran 
promosi/publikasi 
program 
kebudayaan; 

4. Anggaran 
kebudayaan dari 
Mitra/CSR atau 
lainnya diluar 
APBD; 
 

3. Dinas 
Kebudayaan 
3.1 BPKAD  
3.2 Dinas 

Kebudayaa
n 

3.3 Dinas 
Kebudayaa
n 

1. Persentase Alokasi Anggaran 
Kebudayaan dari APBD Wajib Non 
Pelayanan Dasar; 
Tahun 2021 : Rp25.731.732.857 
Tahun 2022 : Rp28.990.825.690 
Tahun 2023 : Rp42.206.237.883 
Tahun 2024 : Rp33.931.381.189 

2. Realisasi anggaran kebudayaan tahun 
2021-2023 
Tahun 2021 : Rp24.644.576.565 
Tahun 2022 : Rp27.912.237.733 
Tahun 2023 : Rp39.467.332.545 

3. Alokasi anggaran promosi/publikasi 
program kebudayaan: 
Catatan : Anggaran promosi/publikasi 
masuk dalam Belanja Jasa 
Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 
(5.1.02.02.01.0055) dimana belanja 
tersebut tercakup dalam masing-masing 
subkegiatan. 
Tahun 2022 : Rp 9.312.928.000, 
realisasi Rp. 8.378.521.060  
 

4. Anggaran kebudayaan dari Mitra/CSR 
atau lainnya diluar APBD; 
1. Mitra/CSR : Tidak ada 
2. Kegiatan lainnya : BPK Wilayah III. 

4. Peraturan 
Kebudayaan 

1. Jumlah Perda 
bidang 
kebudayaan 
yang telah terbit; 

2. Implementasi 
Perda bidang 
kebudayaan 
dalam menjamin 
terciptanya iklim 
yang kondusif 
untuk pemajuan 
kebudayaan. 

Dinas Kebudayaan 1. Jumlah ranperda bidang kebudayaan 
yang telah terbit : 
1. Perda Sumbar No. 6 Tahun 2014 

tentang Penguatan Lembaga Adat 
dan Pelestarian Nilai Budaya 
Minangkabau, dan 1 buah 
Ranperda yang masih dalam 
proses penandatangan Gubernur 
tentang Pemajuan Kebudayaan 
Pelestarian Cagar Budaya dan 
Permuseuman, 
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 2. Perda Provinsi Sumatera Barat 
No.2 Tahun 2022 ttg Mars 
Sumatera Barat 

2. Implementasi Perda bidang kebudayaan 
dalam menjamin terciptanya iklim yang 
kondusif untuk pemajuan kebudayaan : 
Untuk terciptanya iklim yang kondusif 
untuk pemajuan kebudayaan di 
Sumbar, Pemprov membentuk OPD 
khusus urusan kebudayaan melalui 
Dinas Kebudayaan Prov.Sumbar : 
1. Perda No.8 Tahun 2016, ttg 

Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Provinsi 
sumatera Barat  

2. Penetapan Kawasan Mesjid Raya 
menjadi Pusat Pendidikan dan 
pengembangan filosofi … 

3. Perda No. 6 tahun 2021 ttg RPJMD 
Provinsi Sumatera Barat Tahun 
2021-2026 

4. SK Progul No.050-47-2022 ttg 
Penetapan Kinerja Progul Tahun 
2021-2026. 

5. SDM 
Kebudayaan 

1. Jumlah Tenaga 
Ahli Cagar 
Budaya (TACB) 
yang telah 
ditetapkan; 

2. Jumlah Pamong 
Budaya; 

3. Jumlah Tenaga 
Kebudayaan 
yang telah 
tersertifikasi. 

Dinas Kebudayaan 1. Jumlah Tenaga Ahli Cagar Budaya 
(TACB) yang telah ditetapkan 7 (tujuh) 
orang.  

2. Jumlah Pamong Budaya. 8 (delapan) 
orang untuk Dinas Kebudayaan 
Prov.Sumbar 

3. Jumlah Tenaga Kebudayaan yang telah 
tersertifikasi : 

a. Pemandu Museum 2 orang 
b. TACB 7 orang 
c. Desainer batik 25 orang 
d. Pengrias pengantin 25 orang 

6. Sarana dan 
Prasarana 
Kebudayaan 

Data sarana dan 
prasarana 
kebudayaan (contoh: 
tempat pertunjukkan 
seni, museum, ruang 
pameran 
kebudayaan, dan 
sebagainya); 

Dinas Kebudayaan 1. Gedung Kebudayaan Sumatera Barat 
2. Museum Adityawarman 
3. Mesjid Raya Syekh Ahman Khatib al 

Minangkabawi 
4. Gedung Bundo Kanduang 
5. Gedung LKAAM 
6. Galeri Taman Budaya 
7. Cagar Budaya Propinsi Sumbar (36CB)  

7. Publikasi & 
Rekognisi 
Media 

1. Kalender 
Kebudayaan; 

2. Media publikasi 
yang digunakan; 

3. Tren 
pemberitaan 
kegiatan 
kebudayaan di 
daerah. 
 

Dinas Kebudayaan 1. Kalender Kebudayaan : - 
- West Sumatera 2023 link web 

https://visitbeautifulwestsumatra.id 
- Pekan Kebudayaan 

2. Media publikasi yang digunakan; 
Website Dinas, Youtube Channel dan IG 
Instagram : 
Dinas Kebudayaan 
Disbud Sumbar 
(@dinaskebudayaansumbar) 

https://visitbeautifulwestsumatra.id/
https://www.instagram.com/dinaskebudayaansumbar/
https://www.instagram.com/dinaskebudayaansumbar/
https://www.instagram.com/dinaskebudayaansumbar/
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Taman budaya :  
https://www.instagram.com/galeri_tbsb/pr
ofilecard/?igsh=MXZpaDkzd253c3Jqbw=
= 
Museum Aditiyawarman : 
 Museum Adityawarman 
(@museumadityawarman) 
 
Maek Hirritage : 
MAEK FESTIVAL (@maekfestival) 
 
Website : 
Dinas Kebudayaan : 
https://disbud.sumbarprov.go.id/ 
Museum Aditiyawarman : 
https://museumadityawarman.sumbar
prov.go.id/ 
sidadok : 
https://sidadok.disbud.sumbarprov.go.id 
Dinas Kominfotik : 
https://diskominfotik.sumbarprov.go.id/ 
 

3. Tren pemberitaan kegiatan kebudayaan 
di daerah menggunakan media sosial 
yang digemari oleh masyarakat.  
Menggunakan media sosial, : 
a. website sidadok diakses dari 

launching 2023 mencapai ... 
b. instagram dengan sasaran milenial 

dan gen Z 
 

8. WBTb dan 
Prestasi yang 
pernah 
diterima 
Pemda 

1. Jumlah WBTb 
yang telah 
ditetapkan; 

2. Data 
penghargaan 
yang pernah 
diterima Pemda. 

 

Dinas Kebudayaan 
Dinas Perindag 

1. Jumlah WBTb yang telah ditetapkan : 
112 WBtb sd. Thn 2024 

2. Data penghargaan yang pernah diterima 
Pemda : 
Dinas Kebudayaan : 
a. Penghargaan Museum Lestari tahun 

2023 
b. Penetapan naskah Tuanku Imam 

Bonjol dalam Memory of the Word 
pada mei tahun 2024 (termasuk 
kedalam sejarah dunia yang 
ditetapkan oleh UNESCO) 

Dinas Perindag : 
Nominasi kerajinan terlengkap di 
Indonesi pada Event Inacraft pada tahun 
2022 
a. Dekranasda Prov.Sumbar 

memperoleh Juara I lomba booth 
kreatif dalam rangkaian kegiatan 
Minangkabau Creative Economy 
Festival 2022 
 
 

https://www.instagram.com/museumadityawarman/
https://www.instagram.com/museumadityawarman/
https://www.instagram.com/maekfestival/
https://www.instagram.com/maekfestival/
https://disbud.sumbarprov.go.id/
https://museumadityawarman.sumbarprov.go.id/
https://museumadityawarman.sumbarprov.go.id/
https://sidadok.disbud.sumbarprov.go.id/
https://diskominfotik.sumbarprov.go.id/
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b. Penghargaan kepada Dekranasda 
Prov.Sumbar atas partisipasinya 
dalam Expo HUT ke-44 Dewan 
Kerajinan Nasional tahun 2024. 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT 

 

3.1. PERMASALAHAN DALAM KEGIATAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 

Permasalahan yang ditemukan dalam monitoring dan evaluasi percepatan penurunan 

stunting di Sumatera Barat : 

- Sumber data dalam pengukuran stunting selalu berubah-rubah. 

- Terdapat banyak system informasi mulai dari perencanaan, penganggaran dan 

pemantauan baik di tingkat pusat maupun daerah. 

- Capaian kinerja stunting Kabupaten/Kota banyak tidak sesuai harapan. 

- Keterbatasan anggaran daerah dalam intervensi stunting. 

- Kurangnya pelaksanaan monev oleh Kabupaten/Kota dikarenakan kesibukan. 

- Berkurangnya jumlah aparatur yang menangani stunting disebabkan karena seringnya 

mutasi/promosi di daerah. 

- Pelaksaaan supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan masih belum dilakukan 

secara berkala/berkelanjutan. 

- Masih kurangnya publikasi informasi data stunting kepada puskesmas, posyandu dan 

masyarakat sehingga hasil intervensi stunting kurang maksimal. 

- Masih belum tersedianya basis data geospasial yang komprehensif dan terintegrasi 

untuk mendukung dalam pengambilan keputusan dalam penyusunn perencanaan 

pembangunan daerah. 

 

Upaya yang dilakukan Provinsi dalam sinkronisasi  penurunan stunting di daerah : 

- Dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur kepada Kabupaten/Kota tentang Percepatan 

penurunan stunting 

- Surat Sekretaris Daerah kepada OPD terkait intervensi percepatan penurunan stunting  

- Dalam Fasilitasi RKPD Ksbupaten/Kota terus mengawal ketersediaan anggaran stunting  

- Dalam Penilaian Kinerja Stunting terkait 8 Aksi Konvergensi masih ditemui Kab/Kota 

yang belum mengentry (khususnya aksi 2)  

- Mendorong OPD Provinsi meningkatkan koordinasi dengan Kab/Kota 

- Melakukan komitmen bersama Provinsi dengan Kabupaten/kota terkait intervensi 

spesifik dan intervensi sensitif dalam program dan kegiatan sesuai kewenangan 

- Melakukan evaluasi APBD terhadap anggaran stunting di daerah. 

 

3.2. RENCANA TINDAK LANJUT TERHADAP PERMASALAHAN DALAM KEGIATAN 

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  

-  Memastikan data yang dihasilkan dari berbagai sistem/aplikasi  mengacu pada 

metadata yang sama dan interoperable. 

-  Membangun satu dashboard yang komprehensif dan dapat mengintegrasikan data 

sistem informasi kunci. 
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-  Perlu peningkatan peran TPPS Kabupaten dalam aksi ke-7 konvergensi stunting 

dalam penyebaran informasi/Publikasi data Stunting kepada puskesmas, posyandu dan 

masyarakat sehingga pelaakanaannya lebih terpadu dan tepat sasaran. 

-  Direncanakan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Puskesmas akan melakukan 

pemetaan lokasi anak yang belum diimunisasi dan mendatangi wilayah yang sulit 

dijangkau meskipun sudah mencapai cakupan yang tinggi berdasarkan data sasaran riil. 

-  Untuk pelaksaaan survei SSGI agar didampingi oleh pemerintah daerah yang 

berkompeten (seperti Dinas Kesehatan, Bapelitbangda, Puskesmas, Posyandu) dan 

melibatkan masyarakat setempat sehingga diperoleh hasil yang akurat sesuai kondisi 

lapangan. 

-  Diharapkan hasil supervisi, monitoring dan evaluasi Pelaksanaan SSGI secara 

berkala perlu digunakan untuk perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan SSGI di 

masa mendatang, serta memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai 

dengan efektif. 

-  Perlu komitmen dan koloborasi semua pihak dalam peningkatan supervisi, 

pelaporan, evaluasi, dan monitoring data stunting, sehingga Kabupaten Padang 

Pariaman dapat terus menurunkan prevalensi stunting secara signifikan dan 

berkelanjutan. 

-  Untuk melakukan pengawalan bersama terhadap pelaksaan SSGI Tahun 2024 di 

masing-masing Kabupaten/ Kota sehingga survei benar-benar menghasilkan data yang 

sesuai dengan kondisi di lapangan dan dapat diyakini bersama.  

-  Pemerintah Provinsi akan menyiapkan surat Kepala Daerah kepada Kabupaten/ 

Kota untuk penegasan pengawalan pelaksanaan SSGI. 

-  Enumerator SSGI Tahun 2024 direkrut secara langsung oleh Tim SSGI Pusat, 

tetapi rata-rata berasal dari daerah yang bersangkutan. 

-  SSGI tidak menyediakan anggaran untuk pendampingan seperti SKI pada Tahun 

2024 tetapi Daerah boleh menyediakan dan melakukan pendampingan dalam 

pelaksanaan survei.  

-  Agar Kabupaten/ Kota segera melakukan koordinasi dengan masing-masing PJT 

Survei masing-masing Kabupaten/ Kota. 

 

3.3. PERMASALAHAN DALAM KEGIATAN RAD PENYANDANG DISABILITAS 

-  Belum tersedianya informasi bahwa suatu biaya telah dialokasikan pada rincian 

kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan disabilitas;  

-  Belum tersusunnya anggaran sebuah program/kegiatan yang telah 

mengintegrasikan kebutuhan penyandang disabilitas ke dalam sistem anggaran yang 

ada.  
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3.4. TINDAK LANJUT TERHADAP PERMASALAHAN  

-  Melakukan pemetaan kodefikasi, klasifikasi dan nomenklatur program, kegiatan, 

dan sub-kegiatan dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terhadap 

program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang mencerminkan penanganan penyandang 

disabilitas pada RKPD dan RAPBD di tahun anggaran sebelumnya sehingga akan 

diketahui program, kegiatan, dan sub-kegiatan bagi penyandang disabilitas yang telah 

atau belum memperoleh alokasi anggaran. 

-  Perlu disusun Analisis Inklusif Disabilitas untuk mengidentifikasi permasalahan dan 

kesenjangan pada penyandang disabilitas guna penyusunan sebuah program/kegiatan 

yang akan mengintegrasikan kebutuhan penyandang disabilitas ke dalam sistem 

anggaran yang ada. 

-  Perlu dibentuk pengaturan kelembagaan Forum Tematik Disabilitas melalui 

sebuag Peraturan Kepala Daerah.  
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BAB IV 

PENUTUP 

Penyusunan laporan kegiatan ini merupakan rangkuman dari seluruh kegiatan yang 

sudah dilakukan pada Tahun Anggaran 2024 dan merupakan partisipasi seluruh personil di 

Bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan juga 

interaksi dengan para pemangku kepentingan seperti anggota Tim Penilaian Kinerja Stunting 

Provinsi Sumatera Barat dan anggota Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur RAD 

Penyandang Disabilitas. Selain itu juga terdapat interaksi dan keterlibatan Pemerintah 

Kabupaten/Kota. 

Laporan kegiatan ini kami buat sebagai sebuah keharusan bagi kami untuk melaporkan 

apa yang telah kami kerjakan dan dengan tujuan untuk menjadikan laporan pertanggung 

jawaban. Dengan dibuatnya laporan kegiatan ini, semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan 

tolok ukur dalam pelaksanaan Kegiatan selanjutnya.  

Selain yang diuraikan di atas, laporan ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan 

oleh seluruh masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak 

pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang 

kehumasan termasuk memberi kritik, evaluasi, dan rekomendasi. Pelibatan seluruh para 

pemangku kepentingan secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan 

implementasi di Provinsi Sumatera Barat baik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun 

Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat berjalan lebih baik ke depannya. 
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Beberapa contoh kelengkapan administrasi sub kegiatan 

A. Nota Dinas 

B. Surat Undangan 

C. Notulen 

D. Dokumentasi 
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